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Bayangkan suatu pagi di mana kalkulasi strategis Washington, yang selama tujuh
dekade mengandalkan supremasi teknologi dan proyeksi kekuatan, tiba-tiba terpapar
sebagai ilusi yang rapuh. Bukan rudal hipersonik atau serangan siber yang
menghancurkan armada Amerika Serikat, melainkan integrasi senyap antara intelijen
antariksa Rusia dan infrastruktur navigasi serta radar canggih Cina yang kini menjadi
penentu nasib konflik regional. Skenario ini bukan fiksi spekulatif, melainkan
manifestasi konkret dari realitas geopolitik kontemporer: transisi menuju tatanan
multipolar yang didorong oleh kolaborasi teknologi Poros Timur; Rusia, Cina, dan Iran,
yang secara sistematis mendemokratisasi akses terhadap kemampuan militer
strategis.

Inti dari pergeseran ini terletak pada transfer teknologi yang brilian dan terukur. Satelit
observasi bumi Khayyam (atau Kayam) buatan Rusia, yang diluncurkan atas
permintaan Teheran, kini menyediakan data intelijen real-time yang tak terganggu
gangguan, melacak setiap pergerakan aset Barat di Teluk Persia dan sekitarnya.
Integrasi ini diperkaya oleh konstelasi Beidou generasi ketiga milik Cina, yang telah
membebaskan Beijing—dan mitra-mitranya—dari ketergantungan fatal pada GPS
Amerika. Hasilnya: Iran memperoleh kemampuan penargetan presisi yang
sepenuhnya otonom, tanpa celah untuk intersepsi siber atau sabotase elektronik dari
Washington. Lebih lanjut, suplai platform radar anti-stealth seperti sistem YC-8B (atau
varian serupa) dari Cina secara efektif menetralkan keunggulan “stealth” pesawat
tempur generasi kelima Amerika, seperti F-35 dan B-21 Raider. Asumsi doktrin militer
AS yang berbasis superioritas udara—yang menghabiskan triliunan dolar selama
puluhan tahun—Kkini menjadi usang di hadapan frekuensi radar khusus yang mampu
mendeteksi objek rendah visibilitas.

Argumen ini bukan sekadar analisis teknis; ia menyentuh inti perubahan paradigma
perang modern. Dalam kerangka teori hubungan internasional ala John Mearsheimer,
ini merupakan contoh klasik offensive realism di mana kekuatan revisionis (Rusia-
Cina) membangun anti-access/area denial (A2/AD) yang asimetris, meruntuhkan
fondasi command of the commons yang selama ini menjadi pilar hegemoni AS.
Operasi “bedah presisi” yang direncanakan Pentagon dan Tel Aviv terhadap
infrastruktur Iran kini terancam kegagalan strategis, bukan karena kekuatan
konvensional Iran, melainkan karena arsitektur pertahanan bawah tanah dan intelijen
antariksa yang telah dirancang bertahun-tahun dengan bimbingan Moskow dan
Beijing. Penutupan Selat Hormuz—sebagai respons balasan—menjadi pukulan
ekonomi yang lebih mematikan: 20 persen pasokan minyak global terhenti, rantai
pasok pupuk global terganggu, dan inflasi energi melanda Barat. Sementara itu, Cina
tetap tenang berkat cadangan strategis lebih dari satu miliar barel minyak dan akses
prioritas tanker komersialnya, sementara Rusia meraup keuntungan dari rerouting
pasokan energi ke India dan negara-negara Global South.

Dampak dan Implementasi bagi Indonesia: Pelajaran Strategis dari Pinggiran
Multipolar



Bagi Indonesia, pergeseran ini bukan peristiwa jauh di Teluk Persia, melainkan cermin
langsung bagi kepentingan nasional kita di Indo-Pasifik. Sebagai negara importir netto
minyak yang masih bergantung pada pasokan Timur Tengah, lonjakan harga global
akibat krisis Hormuz akan langsung membebani subsidi BBM, memicu inflasi, dan
mengancam ketahanan pangan—terutama urea dan sulfur yang krusial bagi
pertanian. Lebih strategis lagi, dinamika ini paralel dengan ketegangan di Laut Cina
Selatan dan Selat Malaka: jika Poros Timur berhasil mendemonstrasikan bahwa
hegemoni teknologi Barat dapat dinetralkan, Indonesia harus mempercepat
diversifikasi mitra pertahanan. Implementasinya konkret: percepatan program satelit
nasional melalui BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dengan potensi kolaborasi
Beidou atau GLONASS, penguatan sistem radar pesisir anti-stealth, serta diplomasi
“bebas aktif” yang lebih tegas dalam BRICS (di mana Indonesia telah menjadi mitra)
untuk membangun arsitektur ekonomi alternatif berbasis yuan atau mata uang lokal.

Secara reflektif, ini peluang bagi Jakarta untuk menghindari jebakan Thucydides di
tingkat regional. Alih-alih terjebak dalam bipolaritas AS-Cina, Indonesia dapat
memanfaatkan multipolaritas ini untuk memperkuat ASEAN Outlook on the Indo-
Pacific, sekaligus memastikan keamanan jalur energi tanpa harus memilih kubu.
Kegagalan adaptasi berarti kita akan terus menjadi objek, bukan subjek, dalam
permainan besar ini.

Argumentasi Hukum: Legitimasi Internasional versus Unilateralisme Barat

Dari perspektif hukum internasional, kolaborasi teknologi Rusia-Cina-Iran sepenuhnya
berada dalam koridor kedaulatan negara berdaulat. Pasal 51 Piagam PBB mengakui
hak inheren bela diri, termasuk persiapan kapasitas pertahanan, selama tidak ada
ancaman iminen yang membenarkan penggunaan kekuatan (anticipatory self-defense
ala Caroline Test). Transfer satelit dan radar tidak melanggar rezim non-proliferasi
(seperti MTCR atau Wassenaar Arrangement), karena bersifat defensif dan bukan
senjata pemusnah massal. Sebaliknya, sanksi sepihak AS terhadap Iran—yang sering
kali melampaui resolusi Dewan Keamanan PBB—dapat dipertanyakan di bawah
prinsip non-intervention (Resolusi Majelis Umum PBB 2625) dan kewajiban pacta sunt
servanda dalam hukum perjanjian. Penutupan Selat Hormuz, jika dilakukan sebagai
respons proporsional terhadap agresi, selaras dengan Pasal 38 UNCLOS mengenai
regime transit passage, asalkan tidak menghalangi navigasi damai secara
keseluruhan. Bagi Indonesia, ini memperkuat argumen hukum kita di Mahkamah
Internasional (seperti kasus Natuna) bahwa kedaulatan atas sumber daya dan jalur
strategis tidak boleh didikte oleh kekuatan eksternal.

Kesimpulannya, pergeseran ini bukan akhir dari hegemoni Barat, melainkan kelahiran
ekuilibrium baru di mana kekuasaan diukur bukan hanya dari jumlah kapal induk,
melainkan dari penguasaan data orbit, rantai pasok energi, dan arsitektur mata uang
alternatif. Rusia dan Cina telah membuktikan diri sebagai arsitek tatanan dunia pasca-
unipolar. Bagi Indonesia, saatnya refleksi mendalam: apakah kita akan menjadi
penonton pasif atau aktor strategis yang cerdas dalam permainan ini? Masa depan
petrodolar dan supremasi teknologi Barat kini bergantung pada kemampuan adaptasi
mereka—dan kebijaksanaan kita dalam menavigasi gelombang multipolar yang tak
terhindarkan.
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Pergeseran tektonik geopolitik kini terlihat jelas: integrasi satelit Khayyam Rusia
dengan konstelasi Beidou Cina serta radar anti-stealth YC-8B telah menetralkan
supremasi udara dan teknologi siluman Barat di hadapan Iran. Kemampuan
penargetan presisi otonom ini, ditambah potensi penutupan Selat Hormuz,
mengguncang fondasi petrodolar dan doktrin militer AS yang bernilai triliunan dolar.
Bagi Indonesia, implikasinya langsung: lonjakan harga energi mengancam subsidi
BBM dan ketahanan pangan, sekaligus membuka peluang mempercepat kemandirian
satelit nasional serta diversifikasi mitra pertahanan dalam kerangka bebas-aktif.
Secara hukum, kolaborasi ini sah di bawah Pasal 51 Piagam PBB dan prinsip non-
intervensi, sementara sanksi sepihak Barat semakin kehilangan legitimasi.
Multipolaritas bukan lagi ancaman, melainkan realitas baru yang menuntut Indonesia
menjadi subjek strategis, bukan objek.

suryawiranto.id



